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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti 

dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :  

1.  Kedudukan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Akibat Bencana Alam Di 

Palu. 

a. Haka atas tanah gugur demi hukum; 

b. Hak milik tanah  musnah; 

c. Hak atas tanah dan bata-batasnya hilang. 

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Akibat Bencana 

Alam. 

a) Gugur demi hukum artinya pemegang hak tidak lagi dapat 

memepertahankan haknya dihadapan hukum, meskipun hakekatnya 

Pemberian atau penetapan hak-hak atas tanah serta perlindungan secara 

hukum termasuk dalam setiap penyelesaian masalah pertanahan 

tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk pemberian jaminan 

kepastian hukum bagi pemegang haknya. Hal yang memepengaruhi 

sulitnya permberian perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang 

hilang akibat bencana alam 

b) Hak milik musnah berti tidak lagi dapat di pertanggungjawabkan , hal 

yang memepengaruhi sulitnya permberian perlindungan hukum 

terhadap hak atas tanah yang hilang akibat bencana alam. 
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c) Jika objek hukumnya hilang dalam hal ini tanah yang secara jelas 

tertuang dalam seritikat mengenai keterangan dan batas-batanya, maka 

secara jelas hak atas tanah tidak pun hilang 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti 

dapat memberikan saran diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Perlunya adanya regualasi lebih lanjut yang meberikan kejelasan 

terhadap tanah yang musnah dalam pengaturanya di UUPA. 

2. Pemerintah Palu lebih mengingaktkan produktifitas kinerja Badan 

Meterologi, Kimitologo, Dan Geofisika yang bertugas di bagian 

pendeteksi bencana, hal ini di maksudkan untuk dapat meminimalisisr 

terjadinya korban yang lebih banyak. 

3. Perlunya perhatian lebih pemerintah-pemerintah yang ada diseluruh 

darah di Indonesia, terutama daerah yang masuk dalam daerah yang 

rawan bencana, untuk memperiapakn mitigasi bencana yang lebih baik 

didaerahnya masing-masing.  

4. Sampai sekarang ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang 

perlindungan hukum atau jaminan mengenai hak-hak keperdataan 

seseorang yang batas-batas tanahnya tidak dapat dikenali lagi atau 

menjadi tidak jelas akibat terkena bencana gempa bumi.. Disini peran 

pemerintah untuk menjamin hak-hak korban sangat diharapkan dimana 

seperti yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 pada alinea ke IV. Namun pada kenyataanya pemerintah 
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masih lambat dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi alangkah 

baiknya apabila pemerintah dalam hal ini BPN, mengeluarkan regulasi 

yang mengatur dan mempermudah para korban yang kehilangan hak 

keperdataannya tentang batas-batas tanahnya yang hilang atau tidak 

dikenali akibat bencana gempa bumi.  
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